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Abstrak
 

Utang pajak memiliki keistimewaan yang membedakannya dengan utang niaga. Dimana utang pajak

memiliki Hak Istimewa yang pemenuhannya didahulukan diatas pemenuhan pembayaran utang lainnya.

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan utang pajak dalam

perkara kepailitan, dan perjanjian perdamaian dalam perkara PKPU yang berhadapan dengan utang pajak.

Pokok permasalahan tersebut akan dianalisa dengan menggunakan peraturan perpajakan dan peraturan

kepailitan dan PKPU.

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan pajak yang memiliki Hak Mendahulu pada

pelunasan utang pajak perusahaan yang dalam proses PKPU. Metode penelitian yang digunakan adalah

yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian

kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini juga membahas permasalahan penagihan

utang pajak pada kasus PT Inti Mutiara Kimindo dengan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Petamburan c.q.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan yang berawal dari tunggakan pajak pada tahun 2000

atas nama PT IMK. Salah satu kreditor PT IMK mengajukan permohonan pailit dengan hasil akhir putusan

perjanjian perdamaian melalui proses PKPU yang saah satu isinya menyatakan bahwa utang pajak telah

lunas. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hukum pajak, hukum kepailitan dan hukum

perdata, penagihan utang pajak harus didahulukan karena memiliki Hak Mendahulu dalam penyelesaiannya.

Namun dalam kasus ini DJP dapat diikutsertakan dalam Perjanjian Perdamaian karena jangka waktu Hak

Mendahuluinya telah terlampaui.

<hr><i>Tax debt has specialties that make it different with commercial debt. Tax debt contains privilege to

be fulfilled first than other debts. The main issues that would be discussed in this writing are about the

position of tax debt in insolvency case and peace agreement in Suspension of Payment case in relation with

tax debt. The issues would be analyzed with tax regulations, bankruptcy law, and Suspension of Payment

regulations.

 

The purpose of this research is to know about tax position that has privilege on tax debt settlement that in

Suspension of Payment process. Research method that is being used is juridical normative method, which

means the research is based on regulation and library research that used secondary data. This research also

discusses tax debt collection problem on case between PT Inti Mutiara Kimindo with Tax Office

Petamburan eq. Directorate General of Tax Department of Finance that begins by insolvent tax debt of PT

Intl Mutiara Kimindo on the year 2000. One of PT Inti Mutiara Kimindo creditor submit insolvency

application with the final result of peace agreement through Suspension of Payment process which one of

the content is that the tax debt is already been paid. Based on the regulation from tax law, bankruptcy law

and civil law, tax debt collection has been given priority because it has privilege on the settlement. But in
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this case Directorate General of Tax can be involved in the peace agreement because the privilege period is

already expired.</i>


